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ABSTRAKSI 

Nama : Putri Amalia Roida 

NIM : 202110110311332 

Judul : ANALISIS YURIDIS PERBEDAAN KUALIFIKASI HUKUM ANTARA 

WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM 

PERJANJIAN SEWA MENYEWA BANGUNAN (STUDI PUTUSAN 

NOMOR 1341/PDT.G/2022/PN.SBY)” 

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si, M.Hum 

2. Isdian Anggraeny, S.H ., M.Kn 

Fenomena terjadinya kekaburan dalam menentukan dasar gugatan apakah tergolong 
wanprestasi yang bersumber dari perjanjian, atau perbuatan melawan hukum yang bersifat lebih 
luas memang seringkali terjadi dalam sistem peradilan perdata di Indonesia. Fenomena terjadinya 
perbedaan kualifikasi hukum antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum terjadi dalam 
perjanjian sewa menyewa bangunan dalam Putusan Nomor 1341/Pdt.G/2022/PN.Sby. Kesalahan 
dalam mengkualifikasikan suatu perbuatan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama 
terkait beban pembuktian, besaran ganti rugi, serta akibat hukum bagi para pihak. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal berdasarkan 
studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan analisis putusan 
pengadilan. Melalui pendekatan yuridis normatif, penulis akan mengkaji 2 (dua) rumusan masalah, 
yaitu: (1) Apa dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1341/Pdt.G/2022/PN.Sby dalam 
mengkualifikasikan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum? dan (2) Apakah 
putusan tersebut telah mencerminkan ketepatan dalam mengkualifikasikan perbuatan Tergugat 
sebagai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
majelis hakim mendasarkan pertimbangan pada Pasal 1365 KUHPerdata dan menilai tindakan 
Tergugat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Namun, fakta perkara juga menunjukkan 
adanya unsur wanprestasi karena Tergugat tidak mengosongkan objek sewa setelah masa 
perjanjian berakhir. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Penulis dengan menguraikan unsur 
Pasal 1313, 1234, 1320, 1338, dan 1243 KUHPerdata menunjukkan bahwasanya unsur 
wanprestasi telah terpenuhi. Sehingga dalam putusan tersebut sejatinya juga dapat dikualifikasikan 
sebagai putusan wanprestasi oleh hakim sebagai perwujudan asas peradilan cepat, sederhana, 
berbiaya ringan. 

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Perbuatan Melawan Hukum, Perjanjian Sewa Menyewa, 
Putusan Pengadilan, Wanprestasi. 
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ABSTRACTION 

Name : Putri Amalia Roida 

NIM : 202110110311332 

Title : JURIDICAL ANALYSIS OF THE LEGAL QUALIFICATION 

DIFFERENCES BETWEEN BREACH OF CONTRACT AND 

UNLAWFUL ACTS IN BUILDING LEASE AGREEMENTS (CASE 

STUDY OF DECISION NUMBER 1341/PDT.G/2022/PN.SBY) 

Advicer    : 1. Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si, M.Hum 

2. Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn 

 
The phenomenon of ambiguity in determining the legal basis of a claim, whether it 
constitutes a breach of contract arising from an agreement or an unlawful act with a 
broader scope, often occurs within the Indonesian civil judicial system. The difference in 
legal qualification between breach of contract and unlawful act is reflected in lease 
agreements, as exemplified in Decision Number 1341/Pdt.G/2022/PN.Sby. Errors in 
classifying an act may create legal uncertainty, particularly concerning the burden of 
proof, the amount of compensation, and the legal consequences for the parties involved. 
The research method used in this study is normative juridical with a doctrinal approach, 
based on a literature review of statutory regulations, legal literature, and court decisions. 
Through this normative juridical approach, the author examines two main issues: (1) What 
were the judges’ considerations in Decision Number 1341/Pdt.G/2022/PN.Sby when 
classifying the defendant’s conduct as an unlawful act, and (2) Whether the decision 
accurately reflects the proper qualification of the defendant’s conduct as a breach of 
contract or an unlawful act. The results show that the panel of judges based their 
consideration on Article 1365 of the Indonesian Civil Code and found that the defendant’s 
actions fulfilled the elements of an unlawful act. However, the facts of the case also indicate 
the presence of breach of contract elements, since the defendant failed to vacate the leased 
property after the expiration of the rental agreement. Based on the author’s analysis of the 
elements contained in Articles 1313, 1234, 1320, 1338, and 1243 of the Civil Code, it can 
be concluded that the elements of breach of contract were fulfilled. Therefore, the decision 
may also be classified as a breach of contract case, representing the realization of the 
judicial principles of a fast, simple, and low-cost trial. 
Keywords: Breach of Contract, Court Decision, Lease Agreement, Legal Certainty, 
Unlawful Act. 
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